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ABSTRAK 

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2012 

TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA  

 PEMATANG SIANTAR 

SHINTIA ENDAH PRATIWI  

 1803100053 

Perkembangan penduduk di kota pematang siantar semakin meningkat setiap  

tahunnya,kepadatan  penduduk  menyebabkan  lahan  terbuka  hijau  semakin  

terkikis  dan  tidak  terkendalinya  pembangunan.Dalam  hal  ini  pemerintah  

mengesahkan dan menetapkan Peraturan Daerah kota Pematangsiantar No.12  

Tahun 2012 Tentang pengelolaan ruang terbuka hijau yang diberikan tanggung  

jawab kepada badan lingkungan hidup yang bekerjasama dengan dinas tat  

ruang,perumahan,dan   permukiman   dalam   pelaksanaanya.Penelitian   ini  

memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan daerah  

no 12  tahun 2012  dan  melihat  hambatan  hambatan  dalam  pelaksanaan  

pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Pematangsiantar.Metode penelitian  

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodepenelitian kualitatif dengan  

pendekatan deskriptif dengan jenis data primer dan sekunder diperoleh melalui  

wawancara   dengan   narasumber,dan   melalui   studi   kepustakaan   dan  

dokumentasi. 

Hasil dari penelitian menunjukan bahwa secara umum proses implementasi  

pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Pematangsiantar telah berjalan dengan 
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prosedur yang ada meskipun masih dijumpai beberapa kekurangan dan kendala  

dalam proses implementasinya. Hambatan tersebut dikarenakan adanya hal-hal  

berikut yaitu, lemahnya sosialisai, terbatasnya lahan, kurangnya anggaran,  

serta  lemahnya  kerjasama  antar  dinas  terkait.  Namun  keberhasilan  akan  

pengelolaan ruang terbuka hijau sudah dapat dilihat dengan perolehan prestasi  

yang telah diperoleh oleh pemko pematangsiantar terhadap lingkungan hidup. 

Kata Kunci : 

 
Implementasi, Kebijakan Publik, Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 
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BAB 1 
 
PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 

Penataan hari ozon sedunia pada tanggal 16 september memberikan  

bahwa lingkungan menjadi hal yang   patut untuk diperhatikan.  Kesadaran  

untuk terpenuhnya ruang terbuka hijau semakin tinggi, kota sebagai pusat  

pertumbuhan, perkembangan  dan  perubahan serta pusat  berbagai  kegiatan  

ekonomi,   sosial,  budaya,   politik,   hukum   dan   pertahanan   keamanan  

menempati  kedudukan  yang sangat strategik dalam tatanan nasional kita.  

Sehingga   penataan   dan   pemanfaatan   ruang   kawasan   perkotaan   perlu  

mendapat perhatian yang khusus, terutama yang terkait dengan penyedian  

kawasan hunian, fasilitas umum dan sosial serta ruang-ruang terbuka publik  

(open spaces) di perkotaan.dalam hal ini perlu keselarasan pemanfaatan ruang  

dalam  bentuk  kajian berupa  aturan-aturan  yang   bersifat  mengikat  dari  

pemerintah . 

Ruang Terbuka hijau kawasan perkotaan (RTHKP) adalah bagian dari  

ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman  

guna mendukung manfaat ekologi, sosial,   budaya,   ekonomi,   dan   estetika.  

Pesatnya laju pembangunan  sarana  dan  prasarana  disik  di  wilayah  kota  

Pematang siantar dan sekitarnya telah berdampak pada berkurangnya populasi  

tegakan pohon, baik yangberada di ruang-ruang terbuka publik, maupun berada  

di ruang-ruang milik privat. Suatu kota merupakan bidang kajian yang sangat 
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menarik,karena memiliki permasalahan yang cukup kompleks,pertumbuhan  

penduduk   dan   aktivitas   soaial     ekonomi wilayah   perkotaan   Akan  

mempengaruhi ketersedian lahan  dan  keberlangsungan Ruang Terbuka Hijau  

(RTH) yang terus mengalami penurunan, penyelenggaraan RTH bertujuan  

untuk menjaga ketersedian lahan sebagai kawasan resapan air, menciptakan  

aspek planologis binaan. RTH berguna untuk kepentingan masyarakat serta  

meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagagai sarana pengamanan  

lingkungan perkotaan sehingga tercapai lingkungan yang aman, nyaman, segar,  

indah dan bersih. Apabila jumlah RTH pada suatu wilayah semakin berkurang,  

maka   akan   terjadi   penurunan   kualitas   lingkunganyang   bertpotensi  

mengakibatkan pencemaran di sekitar wilayah tersebut ( Anomin, 2008) . 

Adapun bagaimana diatur dalam pasal 29 ayat (2) UU No 26 tahun  

2007 tentang Penataan Ruang  mengamanatkan bahwa proposi RTH pada  

wilayah  kota  paling  sedikit 30%   dari    luas  wilayah  kota.  Sehingga  

konsekuensinya  adalah  pendistribusian  penyedian  dan  pemanfaatn  ruang  

terbuka harus melalui beberapa kajian yang diatur oleh RTH sebagai ruang  

guna menampung kegiatan konservasi lingkungan hidup kota harus dikaitkan  

dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kota,sampai Rencana Bagian  

wilayah Kota (TBWK) sampai ke kawasan-kawasan kelurahan atau dusun. 

Perkembangan penataan ruang berbagai wilayah di indonesia yang  

muncul terkait kebijakan otonomi daerah menurut UU No.32 tahun 2004  

tentang  pemerintah  daerah,  memberikan  wewenang  kepada  daerah  untuk  

penyelenggaraan penataan ruang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, 
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pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, didasarkan pada pendekatan  

wilayah administratif dan dengan tingkat pemanfaatan ruang yang berbeda.  

 Dengan kewenangan sebagai implementasi kebijakan otonomi daerah 

tersebut, daerah juga memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya yang 

tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian 

lingkungansesuai dengan pearturan perundang-undangan, sehingga jelas bahwa 

menjaga keseimbangan kualitas lingkungan hidup juga memerlukan perhatian 

serius   oleh   daerah.   Peraturan   daerah   akan   ruang   terbuka   hijau   ini 

ditindaklanjuti oleh terbentuknya perda selanjutnya yaitu mengenai Rencana 

Tata Ruang Terbuka Hijau. Dikutip dari Metro Siantar-perdaNomor 1 Tahun 

2013 tentang rencana tata Ruang wilayah (RTRW) Kota siantar 2012-2032, 

untuk kawasan Ruang Terbuka Hijau,dalam perda itu telah ditetapkan kawasan 

ruang terbuka hijau seluas 2.621,93 hekter (ha) atau 32,78 persen dari luas 

wilayah kota  siantar.Kawasan RTH dimaksud meliputi kawasan RTH publik 

seluas 1.642,7 hektare atau 20,54 persen dari luas kota.sedangkan untuk RTH 

privat seluas 979,23 hektare atau 12,25 persen dari wilayah kota .RTH publik 

dimaksud meliputi ; RTH kota,RTH taman kota, RTH taman lingkungan,RTH 

tempat pemakaman umum,RTH jalur hijau jalan, RTH jalur sempadan rel 

kereta api, RTH sempadan sungai, RTH sempadan mata air dan RTH olahraga 

.sedangkan  RTH  privat  antara  lain  RTH  perkarangan  perumahan,  RTH 

perkantoran, pendidikan, perdangangan, kesehatan, industri, pelatihan militer, 

serta fasilitas lainnya. 

Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan merupakan dinas yang dibentuk  
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untuk   menangani   bidang   kebersihan   pemerintah   kota   Pematangsiantar 

membentuik dinas LHK sebagai salah satu pelaksanaan tugas otonomi daerah, 

yang mana pembentukannya diatur dalam peraturan daerah Nomor: 19 tahun 

1976  yang disahkan dengan surat keputusan Gubernur Sumatera utara.Visi dan 

Misi Dinas Lingkungan Hidup kota pematang siantar yaitu: 

Visi  : Mengacu pada tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup (BLH) kota  

pematang siantar,dirumuskan visi BLH kota pematang siantar yang  

 dimana mewujudkan kota pematang siantar bersih dan hijau  

Misi : Mewujudkan   pengelolaan   sampah   yang   ramah    lingkungan,  

 mengembangkan   kualitas   dan   kuantitas   ruang   terbuka   hijau,  

 menurunkan tingkat pencemaran udara dan air, melakukan konversial  

 sumber   daya   alam,meningkatkan   peran   serta   masyarakat   dan  

 pengelolaan lingkungan hidup. 

Pemanfaatan Ruang  Terbuka hijau dipematang siantar memiliki fungsi  

secara langsung dan tidak langsung, sebagian besar dihasilkan dari adanya  

fungsi ekologis,atau kondisi alami ini dapat dipertimbangkan sebagai pembentuk  

berbagai perkotaan secara seimbang dan lestari akan membentuk kota yang sehat  

dan manusiawi.Taman tempat peletakan tanaman sebagai penghasil oksigen (02)  

dan zat pencemaran lain,dalam proses fisilogis yang terjadi terutama pada daun  

dan permukaan tumbuhan dan sekaligus merupakan fasilitas rekreasi yang  

lokasinya di seluruh bagian kota . 

Kota Pematangsiantar sendiri dalam pelaksanaanya memiliki kebijakan  

yang mengatur dimana hal tersebut dituliskan dalam Peraturan Daerah Kota  
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Pematangsiantar No  12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka  

Hijau.Dengan adanya peraturan tersebut implikasinya diperlukan kebijakan  

pengendalian lingkungan hidup yang mengupayakan adanya ruang terbuka  

hijau.Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam lingkungan pembangunan secara  

global saat ini diperlukan demi menjaga keseimbangan kualitas lingkungan  

hidup suatu daerah khususnya di daerah perkotaan yang memiliki berbagai  

permasalahan berkaitan dengan masalah ruang yang sedemikian Kompleks.  

RTH tersebut pada dasarnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari  

penataan  ruang  kota  yang  antara  lain  berfungsi  sebagai  kawasan  hijau  

pertamanan kota dan paru paru kota. 

Implementasi  kebijakan  dipahami  juga  sebagai  suatu  proses  yang  

mempunyai peran penting karena menyangkut tindakan yang berlangsung  

antara perumusan kebijakan dengan dampat yang dihasilkan oleh kebijakan itu  

seperti komunikasi agar program program tersebut dapat direalisasikan untuk  

menyebarluaskan  informasi  terkait  intansi  dan  saling  mendukung  antar  

pelaksana kebijakan guna pencapaian tujuan implementasi kebijakan.Sumber  

daya manusia merupakan keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat  

tergantung  dari  kemampuan  memanfaatkan  sumber  daya  yang  tersedia  

,Disposisi  juga  mempengaruhi  efektivitas  implementasi  kebijakan  dengan  

sikap  implementor,Struktur  birokrasi  juga  bertugas  mengimplementasikan  

kebijakan terhadap kebijakan publik dengan salah satu aspek struktur yang  

penting dari organisasi adalah adanya (SOP). 
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Permasalahan penyampaikan informasi yang dilakukan oleh pembuat  

kebijakan untuk dipakai oleh implementor dalam menajalankan kebijakan di  

dinas  lingkugaan  hidup  pematang  siantar  dengan  kendala  penyampaian  

informasi ada dari internal maupun eksternal seperti keterbatasan lahan dan  

media yang belum memadai dan tingkat kesadaran masyarakat belum terbilang  

baik, 

Adanya dukungan sumber daya manusia dengan sarana prasarana dengan  

permasalahan bersifat klasik dan secara akademis,tetapi personil di dinas  

lingkungan masih kurang memadai.Sarana dan prasana sudah memadai tetapi  

luas tanah tersebut masih kurang dan jumlah RTH itu masih kurang. Adanya  

pedoman atau aturan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan permasalahan  

yang terjadi dilapangan menjadi kendala karena tidak diatur oleh peraturan  

yang ada,keterbatasan lahan dikota pematang siantar yang dibutuhkan menjadi  

kendala dilapangan.Adanya interaksi dengan organisasi lain dengan indikator  

seperti melibatkan organisasi masyarakat dan intansi yang terkait di dinas  

lingkungan   dengan   organisasi   lain   baik   secara   pemerintah,swasta   dan  

masyarakat sudah melakukan aksi bersama.  Dalam pengimtimalkan dan  

pemeliharan ruang terbuka hijau yang telah diatur oleh tupoksi (Organisasi  

Perangkat Daerah) OPD masing masing dinas. SOP dilaksanakan dengen  

ketersedian   dana   dan   sumber   daya   maupun   kerja   sama   yang   lagi  

diupayakan,tidak ada kendala saat melakukan intarksi dengan organisasi lain  

kerena diterima secara baik oleh intansi yang terkai. 
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Dengan  demikian  Pengelolaan  Ruang  Terbuka  Hijau  diharapkan  

mampu   menjadi   penghijauan   guna   menjaga   kelestarian   lingkungan  

hidup,mencegah   pencemaran   udara,mencegah   peruskan   lingkungan   dan  

mengendalikan   pemanfaatan   ruang   terbuka   hijau   untuk   kepentingan- 

kepentingan lainnya. Maka berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk  

melakukan  penelitian  dengan  judul “Implementasi  Peraturan  Daerah  

Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di  

Kota pematang Siantar. 

 
 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disebutkan di atas, maka 

dapat  dirumuskan  masalah  penelitian  dari  proposal  penelitian  ini  adalah 

“Bagaimana implementasi Peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pematangsiantar? 

1.3 Tujuan penelitian 

Tujuan   Penelitian   Penelitian   bertujuan   untuk   mengetahui  “ 

Implementasi Peraturan Daerah Kota pematangsiantar Nomor 12 tahun 2012 

tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di kota Pematangsiantar.” 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah 

1. Secara   subjektif,sebagai   sarana   untuk   melatih   dan   mengembangkan  

 kemampuan berfikir dalam menulis Karya ilmiah  tentang implementasi  

 kebijakan 
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2. Secara praktis, sebagai masukan tentang kondisi ruang terbuka hijau di Kota  

 pematang siantar 

3. Secara akademis, sebagai bahan masukan bagi pelengkap refensi maupun  

 bahan perbandingan bagi mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian di  

 bidang yang sama. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan dilakukan secara sistematis,logis dan konsisten 

agar  dapat  melihat  dan  mengkaji  dari  penelitian  ini  secara  teratur  dan 

sistematis,maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara 

suatu bab dengan bab yang lainnya,antara lain sebagai berikut : 

BAB 1  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah latar belakang masalah,Rumusan 

masalah,tujuan penelitian,manfaat penelitian. 

BAB II URAIAN TEORITIS 

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah pengertian implementasi,model  

model  implementasi,pengertian  kebijakan  pubik,kebijakan  tentang  ruang  

terbuka hijau,pengertian ruang terbuka hijau,peran dan fungsi serta aspek  

RTH,perencanaan. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam Penelitian ini yang akan diuraikan jenis penelitian, kerangka konsep  

,kategorisasi, narasumber ,teknik pengumpulan data,teknik analisis data,lokasi  

penelitian. 
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menguraikan tentang penyajian dan hasil pengamatan dari 

jawaban narasumber-narasumber 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian 
 
DAFTAR PUSTAKA 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

LAMPIRAN 



 
 
 
 
 
 
 
 

BAB II 
 
URAIAN TEORITIS 

 
2.1. Pengertian Implementasi 

Implementasi  kebijakan  menunjuk  aktivitas  kebijakan  dalam  ranah  

senyatanya, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun pada pihak yang telah  

ditentukan dalam kebijakan.Implementasi kebijakan sendiri biasanya ada yang  

disebut  sebagai  pihak  implementator  dan  kelompok  sasaran.Implementator  

kebijakan adalah mereka yang secara resmi diakui sebagai individu/lembaga  

yang  bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan  program  dilapangan  kelompok  

sasaran    adalah    menunjuk    kepada    pihak    yang    dijadikan    objek  

kebijakan.Implementasi merupakan sebuah ide,konsep,kebijakan atau inovasi  

dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak,baik perubahan  

maupun pengetahuan, keterampilan  maupun nilai dan sikap. Jadi berbagai  

rangkaian aktivitas yang berkelanjutan. Menurut Grindle (dalam Winarno 2012:  

149 ) memberikan pandangannya tentang  implementasi dengan  mengatakan  

bahwa   secara   umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan  

(linkage)   yang   memudahkan tujuan tujuan kebijakan bisa direalisasikan  

sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintahan.
1 

Selanjutnya implementasi menurut adanya  beberapa syarat,antara lain 

adanya orang atau pelaksana,uang dan kemampuan organisasional,yang dalam 

hal ini sering disebut resources. 

Kemudian Menurut Setiawan (2004: 39) mengemukakan pendapatnya  

mengenai implementasi atau pelaksana sebagai berikut: “Implementasi adalah  
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perluasan aktivitas yang saling menyusaikan proses antara tujuan dan tindakan  

untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif  

.
2 

Impelentasi kebijakan dipahami juga sebagai suatu proses, output, dan 

outcome. Implementasi juga dapat dikonseptualisasikan sebagai proses karena 

didalamnya   terjadi   berbagai   rangkaian   aktivitas   yang   berkelanjutan. 

Implementasi juga diartikan sebagai output yang melihat apakah aktivitas dalam 

rangka mencapai tujuan program telah sesuai dengan arahan implementasi 

sebelumnya  atau  bahkan  mengalami  penyimpangan-penyimpangan.akhirnya 

implementasi juga dikonseptualisasikan sebagai outcomes. Konseptualisasikan 

ini terfokus pada akibat yang ditimbulkan dari adanya implementasi kebijakan 

mengurangi masalah atau bahkan menambah masalah baru dalam masyarakat. 

Lester dan Stewart dalam Kusumanegara (2010-99).
3 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi adalah 

kebijakan  yang  mempunyai  peranan  penting  karena  menyangkut  tindakan 

yang   berlangsung   antara   perumusan   kebijakan   dengan   dampak   yang 

dihasilkan olehkebijakan itu. 

2.2. Model-Model Implementasi 

A. Teori George C. Edwards III 

Model  implementasi  kebijakan  publik  ini  menunjukan  empat 

variabel penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi yaitu:
4 

1.  Komunikasi, yaitu menunjukan bahwa setiap kebijakan akan dapat 
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dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi yang efektif antara  

pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran. Tujuan  

dan sasaran dari program/kebijakan yang dapat disosialisasikan secara  

baik sehingga dapat menghindari adanya distoris atas kebijakan dan  

program.  Ini  menjadi  penting  karena  semakin  tinggi  pengetahuan  

kelompok  sasaran  atas   program  makan  akan  mengurangi  tingkat  

penolakan dan keliruan dalam mengaplikasikan program dan kebiajakn  

dalam ranah yangsesugguhnya . 

2.  Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh 

sumber daya yang memadai, baik dari sumber daya manusia maupun 

seumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik 

kualitas maupun kuantitas implementor  yang dapat leingkupi seluruh 

kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal 

investasi atas sebuah program kebijakan. Keduanya harus diperhatikan 

dalam implementasi program/ kebijakan pemerintah 

3.  Disposisi,  yaitu  menunjuk  karateristik  yang  menempel  erat  pada  

implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh  

implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor  

yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan  

diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan. Sikap yang  

demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan  

dihadapan  anggota  kelompok  sasaran.sikap  ini  akan  menurunkan  

resistensi  dari  masyarakat  dan  menumbuhkan  rasa  percaya  dan  
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kepedulian    kelompok    sasaran    terhadap    implementor    dan 

program/kebijakan. 

4.  Struktur birokrasi, yaitu menunjukan bahwa struktur birokrasi menjadi  

 penting  dalam  implementasi  kebijakan.Aspek  struktur birokrasi ini  

 mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme dan struktur  

 organisasi   pelaksana   sendiri.Mekanisme   implementasi   program  

 biasanya sudah ditetapkan melalui standar operating procedur (SOP)  

 yang dicantumkan dalam pedoman program/kebijakan. SOP yang baik  

 mencantumkan kerangka kerja yang jelas,sistematis dan tidak terbelit  

 dan mudah dipahami oleh siapa pun karena akan menjadi acuan dalam  

 bekerjanya implementor, sedangkan struktur organisasi pelaksana pun  

 sejauh mungkin menghindar hal yang berbelit, panjang dan kompleks  

 Jadi model implementasi yang digunakan dalam penelitian iniyaitu: 

1.5.1 Komunikasi 

merupakan perantara dari sebuah oragnisasi agar program program tersebut 

dapat direalisasikan dengan tujuan serta sasarannya, komunikasi ialah sarana 

untuk   menyebarluaskan   informasi,   baik   dari   atas   kebawah   maupun 

Sebaliknya pada dinas lingkungan kota pematang siantar . 

1.5.2 Sumber daya 

Sumber  daya  Manusia (SDM)  yang  tidak  memadai (jumlah  dan 

kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna  

karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Keberhasilan  

proses   implementasi   kebijakan   sangan   tergantung   dari   kemampuan  
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memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya menunjukan setiap 

kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya 

manusia, fasilitas, dan financial. 

1.5.3   Disposisi 

Salah   satu   faktor   yang   mempengaruhi   efektivitas   implementasi 

kebijakan adalah sikap implementor,jika implementor setuju dengan bagian 

bagian isi kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati 

tetapi jika  pandangan mereka berbeda dengan pembuatan kebijakan maka 

proses implementasi akan mengalami banyak masalah, 

1.2.4 .Struktur Birokrasi 

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki  

pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan, Salah satu aspek  

struktur   yang penting  dari  organisasi  adalah  adanya  Standar  operating  

procedures (SOP),  menjadi  pedoman  bagi  implementor  untuk  bertindak  

struktur. 

2.3. Pengertian kebijakan Publik 

Kebijakan publik menurut Dye adalah segala sesuatu yang dikerjakan 

pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan segala sesuatu yang dikerjakan 

pemerintah,mengapa  mereka  melakukan  dan  hasil  yang  membuat  sebuah 

kehidupan bersama tampil beda.
5 

David easton merumuskan kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai  

nilai kepada seluruh masyarakat secara keseluruhan, hal tersebut dapat dimaknai  

dimana pemerintah memiliki otoritas kepada masyarakat sehingga apa  yang 
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dipilih oleh pemerintah secara mutlak diikuti oleh masyarakat baik  secara  

langsung ataupun tidak yang terungkap dalam suatu alokasi hal.
6 

 

 Menurut Friedrick memandang bahwa kebijakan adalah sebagai suatu arah 

tindakan yang diusulkan seseorang, sekelompok atau pemerintah dalam suatu 

lingkungan tertentu yang memberikan hambatan dan peluang peluang terhadap 

kebijakan yang diusulkan mengunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai 

suatu tujuan atau menguwujudkan sasaran yang di inginkan.
3
 

Menurut Dunn kebijakan adalah suatu daftar tindakan  yang saling 

berhubungan yang disusun oleh intansi atau pejabat pemerintah antara lain 

dalamdan pembangunan kota .
7 

Menurut Solyy kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah  pada  

tujuan yang diusulkan seseorang,kelompok atau pemerintah dalam lingkungan  

tertentu sehubungan dengan adanya hambatan hambatan tertentu seraya mencari  

peluang peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang di  

inginkan. 

2.4. Kebijakan Tentang Ruang Terbuka Hjau 

Tahapan Peraturan Perundang-undangan di Negara Republik Indonesia 

dengan penyusaian penyebutan berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 2004 

adalah sebagai berikut: 

a. Peraturan Perundang-Undangan di Tingkat Pusat : 

 
1.  Undang-Undang di Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang 

2.  Peraturan Pemerintah 
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3.  Peraturan Presiden 
 
4.  Peraturan Menteri 

5.  Peraturan Kepala lembaga Pemerintah Non Dapartemen 

 
6.  Peraturan Direktur Jendral dapartemen 

7.  Peraturan Badan Hukum Negara. 
 
b. Peraturan Perundang-Undangan di Tingkat daerah 

 
1.  Peraturan Daerah Provinsi 

2.  Peraturan/Keputusan Gubernur kepala daerah provinsi 
 
3.  Peraturan daerah kabupaten kota 

4.  Peraturan keputusan Bupati/Walikota kepala daerah Kabupaten/ Kota. 

Undang-Undang  Nomor  26  tahun  2007  tentang  penataan  Ruang  

memberikan landasan untuk pengaturan ruang terbuka hijau dalam rangka  

mewujudkan ruang kawasan perkotaan yang aman, nyaman, produktif, dan  

berkelanjutan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa  ruang  wilayah  

Negara kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri  

Nusantara, baik sebagai kesatuan wilayah meliputi ruang darat, ruang laut, dan  

ruang udara,termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya perlu  

diingatkan upaya pengelolaan secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna  

dengan  berpedoman  pada  kaidah  peraturan  runag  sehingga  kualitas  ruang  

wilayah nasional dapat terjaga berkelanjutan demi wemujudkan kesejahteraan  

umum dan keadaan sosial sesuai dengan landasan konsitusional Undang-Undang  

Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945; 

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang mengamanatkan 
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bahwa dalam kerangka Negara Kesatuan republik Indonesia, penataan ruang 

diselenggarakan berdasarkan asas: 

a)  Keterpaduan 

 
b)  Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan 

c)  Keberlanjutan 
 
d)  Keberdayagunaan dan keberhasilan 

 
e)  Keterbukaan 

f)   Kebersamaan dan kemitraan 
 
g)  Perlindungan kepentingan umum 

h)  Kepastian hukum dan keadilan 

 
i)   Akuntabilitas 

 

Berdasarkan UUPR peraturan tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

ditegaskan dalam pasal 29 berikut ini: 

a.  Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf a terdiri  

 dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat . 

b.  Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 persen dari  

 luas wilayah kota 

c.  Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota  paling sedikit 20  

 persen dari luas wilayah kota . 

Ditegaskan pada dalam penjelasan pasal 29 :  
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Ayat (1) 

Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan  

dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan  

masyarakat secara umum.Yang termasuk ruang terbuka hijau publik, antara  

lain: adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang  

jalan, sungai dan pantai. Yang termasuk ruang terbuka hijau privat, antara lain  

adalah kebun, halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami  

tumbuhan. 

Ayat (2) 

Proporsi 30 (tiga puluh) persen merupakan ukuran minimal untuk menjamin  

keseimbangan ekosistem kota,baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem  

mikroklimat,   maupun   sistem   ekologis   lain,yang   selanjutnya   akan  

meningkatkan ketersedian udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta  

sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Untuk lebih meningkatkan  

fungsi dan proposi ruang terbuka hijau di kota, pemerintah, masyarakat, dan  

swasta didorong untuk menanam tumbuhandi atas bangunan gedung miliknya.  

Ayat (3) 

Proporsi ruang terbuka hjau publik seluas minimal 20 (dua puluh) persen yang  

disediakan oleh pemerintah daerah kota dimaksudkan agar proporsi ruang  

terbuka  hijau  minimal  dapat  lebih  menjamin   pencapaiannya  sehingga  

memungkinkan pemanfaatanya secara luas oleh masyarakat. ketentuan tentang  

Ruang Terbuka Hijau Publik dan distribusinya ditegaskan dalam pasal 29 ayat 

(1) dan ayat (3) disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hirearki pelayanan 
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dengan   memperhatikan   rencana   struktur   dan   pola   ruang”sementara  

itu,ketentuan   lebih   lanjut   mengenai  penyedian   dan   pemanfaatan   RTH  

ditegaskan dalam pasal 31 berikut ini: “Ketentuan lebih lanjut mengenai  

penyedian dan pemanfaatan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau  

sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf a dan huruf b diatur oleh  

peraturan   Menteri”.   Berdasarkan   batasan   umum,maupun   kewenangan  

pengelolaan, meskipun sudah ada beberapa peraturan daerah khusus RTH  

kota dan peraturan lain terkait,namun tetap masih diperlukan pengaturan lebih  

lanjut,yang dikaitkan dengan terbitnya beberapa undang undang lain seperti :  

UU no 22/1999 tentang pemerintah daerah yang telah disempurnakan dengan  

UU No.32/2004, UU No.41/1982 yang telah disempurnakan menjadi UU  

No.23/1997   tentang   pokok-pokok   pengelolaan   Lingkungan   Hidup ,UU  

No.5/1990 tentang 4/1992 tentang perumahan dan permukiman. 

 
 

2.5. Pengertian Ruang Terbuka Hijau . 

Dari berbagai referensi dan pengertian tentang eksitensi nyata sehari- 

hari, maka RTH dapat dijabarkan dalam pengertian sebagai pengertian RTH  

adalah suatu lapang yang ditumbuhi berbagai tumbuhan,pada berbagai strata  

mulai dari penutup tanah, semak, perdu dan pohonan (tanaman pohon berkayu )  

“sebentang lahan terbuka tanpa bangunan yang mempunyai ukuran, bentuk dan  

batas geografis tertentu dengan status penguasan apapun,yang ada didalamnya  

terdapat tumbuhan hijau berkayu dan tahunan dengan pepohonan sebagaimana  

tumbuhan penciri utama dan tumbuhan lainnya (perdu, semak, rerumputan, dan  
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tumbuhan penutup tanah lainnya), sebagai tumbuhan pelengkap serta benda  

benda lainnya yang juga sebagai pelengkap dan penunjang fungsi RTH yang  

bersangkutan” 

Ruang Terbuka (RT) tidak harus ditanami tumbuhan, atau hanya sedikit  

 terdapat tetumbuhan, namun mampu berfungsi sebagai unsur ventilasi 

kota, seperti plaza dan alun alun.Tanpa RT maka lingkungan kota akan menjadi 

hutan beton yang gersang, kota menjadi sebuah pulau panas yang tidak sehat, 

tidak nyaman, tidak manusiawi sebab tak layak huni. 

Secara hukum (Hak atas tanah) RTH bisa berstatus sebegai hak milik 

pribadi (halaman  rumah)  atau  badan  usaha  lingkungan  skala  permukiman 

seperti:  sekolah,  rumah  sakit,  perkantoran,  bangunan  peribadaan  tempat 

rekreasi,lahan pertanian kota,dan sebagainya. Maupun milik umum seperti: 

Taman-taman kota, kebun Raja, kebun Botani, Kebun Binatang, Taman Hutam 

kota ,Lapangan olahraga (umum), jalur jalur Hijau (green belts dan/atau koridor 

hijau ), lalu lintas, kereta api, tepian laut/pesisir pantai/sungai, jaringan tenaga 

listrik, saluran utama tegangan ekstra tinggi, Taman Pemakaman Umum (TPU), 

dan daerahcadangan perkembangan kota (bila ada). 

Menurut Pasal  1 butir  31 UUPR,Ruang terbuka hijau adalah area  

memanjang/ jalur dan mengelompok, yang penggunaanya lebih bersifat terbuka,  

tempat tubuhan tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang  

sengaja ditanam. 

Menurut Gunaidi (1995) dalam perencanaan ruang kota dikenal istilah  

Ruang terbuka (open space) yakni daerah atau tempat terbuka di lingkungan  
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perkotaan. RT berbeda dengan istilah ruang luar (exterior space),yang ada di  

sekitar bangunan dan merupakan kebalikan ruang dalam (interior space) di  

dalam bangunan dan merupakan kebalikan ruang dalam (interior space) di  

dalam  bangunan.  Definisi  ruang  luar,  adalah  ruang  terbuka  yang  sengaja  

dirancang secara khusus untuk kegiatan tertentu, dan digunakan secara intensif,  

seperti  halaman  sekolah,  lapangan  olahraga,  termasuk  plaza (piazza)  atau  

square. Zona hijau bisa berbentuk jalur (path), seperti jalur hijau jalan, tepian air  

waduk   atau   danau   dan   bantaran   sungai,   bantaran   rel   kereta   api,  

saluran/jaringan listrik tegangan tinggi, dan simpul kota (nodes), berupa ruang  

taman  rumah,  taman  lingkungan,  taman  kota,  taman  pemakaman,  taman  

pertanian kota, dan seterusnya, sebagai Ruang Terbuka (Hijau). Ruang terbuka  

yang disebut Taman Kota (park), yang berada di luar atau di antara beberapa  

bangunan di lingkungan perkotaan, semula dimaksudkan pula sebagai halaman  

atau ruang luar, yang kemudian berkembang menjadi istilah Ruang Terbuka  

Hijau (RTH) kota, karena umumnya berupa ruang terbuka yang sengaja ditanami  

pepohonan  maupun  tanaman,  sebagai penutup  permukaan  tanah.  Tanaman  

produktif berupa pohon bebuahan dan tanaman sayuran pun kini hadir sebagai  

bagian dari RTH berupa lahan pertanian kota atau lahan perhutanan kota yang  

amat penting bagi pemeliharaan fungsi keseimbangan ekologis kota.
8 

 
 

2.6. Peran Dan Fungsi Serta Aspek RTH 

Dalam masalah perkotaan,RTH merupakan bagian atau   salah   satu  

subsitem dari sistem kota secara keseluruhan.RTH sengaja dibangun  secara 
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merata diseluruh wilayah kota untuk memenuhi berbagai fungsi dasar yang 

secara umum dibedakan menjadi: 

a.  Fungsi bio-logis (fisik) yang memberikan jaminan pengadaan RTH menjadi  

 bagian dari sistem sirkulasi udara (paru paru kota) pengatur iklim mikro, agar  

 sistem sirkulasi udara dan airsecara alami dapat berlangsung lancar sebagai  

 peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyedian habitat satwa,  

 penyerap (pengolah ) polutan media udara, air dan tanah serta penahan angin. 

b.  Funsi sosial, ekonomi (produktif) dan budaya yang mampu mengambarkan  

 ekpresi budaya lokal, RTH merupakan media komunikasi warga kota, tempat  

 rekreasi, tempat pendidikan, dan penelitian. 

c.  Ekosistem  perkotaan,  produsen  oksigen,  tanaman  berbunga,  berbuah  dan  

 berdaun indah serta bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, kehutanan dan  

 lain lain 

d.   Fungsi estetis meningkat kenyamanan,memperindah lingungan kota baik dari  

 skala mikri halaman rumah, lingkungan permukiman maupun mikro lansekap  

 kota secara keseluruhan. 

Pengelolaan ruang terbuka hijau akan memberikan pengaruh terhadap  

perubahan kualitas dab kuantitas,sebagaimana teruraikan dalam penelitian Halle  

yang menunjuk bahwa tidak mudah untuk memperbaikin strategi kelembangan  

perkotaan dan mempunyai output yang terukur, terdapat beberapa aspek dalam  

pengelolaan  RTH  yaitu  perencanaan,  kelembangaan,  sumberdaya  manusia,  

koordinasi dan pendanaan. 
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Penataan  ruang  proses  perencanaan,  pemanfaatn  dan  pengendalian  

ruang,pelaksanaanya    dilakukan    dengan    memperhatikan    pertimbangan  

dapartermen,lembaga   dan   badan   pemerintah   serta   berkoordinasi   dengan  

pemerintah   daerah   disekitarnya   sesuai   ketentuan   UU.   Tujuan   untuk  

meningkatkan mutu lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, segar, bersih  

sebagai sarana pengamanan lingkungan, menciptakan keserasian lingkungan  

alam   dan lingkungan  binaan  yang  berguna  bagi  kepentingan  masyarakat.  

Manfaat  penyedian  ruang  terbuka  hijau  adalah  menumbuhkan  kesegaran,  

kenyamanan,keindahan   lingkungan,menurunkan   polusi   dan   mewujudkan  

keserasian lingkungan. 

2.7. Perencanaan 

Dalam   konteks   pengelolaan,maka   perencanaan   yang   dimaksud  

mencakup pemilihan tujuan tindakan untuk pencapaiannya, serta memerlukan  

pengambilan 

keputusan secara rasional. Perencanaan kota harus dilihat sebagai bagian dari  

fungsi perencanaan pengelolaan kota. Hal ini diperlukan untuk membandingkan  

rencana dengan hasil dan untuk tindakan perbaikan dalam rangka pencapaian  

hasil,dengan demikian perencanaan pengelolaan utama yang mempengaruhi  

ruang terbuka kota yaitu: elemen fisik, ekologis, pasrtisipasi dan tranparansi/  

keterbukaan. 

Ruang terbuka hijau sebagai elemen fisik kota,sangat penting bagi funsi  

lingkungan dan rekreasi. Namun oleh sebagian masyarakat kota ada pemikiran  

bahwa nilai ekonomi ruang terbuka hijau kota tidak bermanfaat dari  sudut  
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pandang  ekonomi,  karena  ruang  terbuka  hijau  dianggap  adalah  barang 

pemerintah tanpa harga pasar, sedangkan sebagai elemen ekologis kota dapat 

memberikan kestabilan lingkungan masyarakat kota. 

Seluruh  dokumen  yang  merupakan  bagian  dari  sistem  perencanaan  

merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu,sehingga seluruh tahapan  

tahapan dan dokumen yang dihasilkan harus menunjungkkan adanya keterkaitan  

yang erat antara satu dengan yang lainnya.Kebijakan umum dan program dinas  

lingkungan   hidup   kota   pematang   siantar   yang   mendasari   penyusunan  

perencanaan lingkungan hidup yang dituangkan dalam Rencana strategis Dinas  

Lingkungan Hidup kota pematang siantar yaitu disusun dengan beberapa metode  

seperti   seminar,diskusi   yang   disusaikan   dengan   temannya,dan   menjalin  

kerjasama  dengan   penyediaan  bibit   dibagikan  kepada   individu   individu  

kelompok komunitas dilakukan penanaman di RTH kota pematang siantar dan  

membagi bibit pohon kepada kader kader lingkungan. 



 
 
 
 
 
 
 
 

BAB III 
 
METODE PENELITIAN 

 
3.1.  Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitioan ini adalah 

metode  penelitian  deskriptif  kualitatif,penelitian  deskriptif  kualitatif  adalah 

penelitian yang studi kasusnya mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan 

menanam mengenai tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dengan demikian 

penelitianini akan mengambarkan fakta fakta tentang masalah yang akan diteliti 

dan diiringi dengan interprestasi yang rasional dan akurat. 

Data deskriptif ialah data indikator bagi norma norma dan nilai-nilai 

kelompok serta kekuatan sosial lainnya yang menyebabkan perilaku manusia itu 

sendiri,sedangkan   metode   kualitatif   adalah   prosedur   penelitian   yang 

menghasilkan data deskriptif adalah ucapan tulisan atau perilaku yang dapat 

diambil dari orang orang atau subjek itu sendiri. 

Dengan demikian penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif yang  

dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah- 

masalah yang diteliti tentang implementasi peraturan Daerah nomor 12 tahun  

2012 tentang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pematang siantar. 

3.2. Defenisi konsep 

Defenisi  Konsep  adalah  istilah  dan  defenisi  yang  digunakan  untuk  

mengambarkan  secara  abstrak  mengenai  kejadian,keadaan  kelompok   atau  

individu yang menjadi perhatian imlu social untuk mendapatkan batasan batasan  

yang lebih jelas menganai variabel-variabel yang akan diteliti dalam defenisi 
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konsep yang digunakan dalam pengertian ini adalah : 

1)  Implementasi kebijakan ialah rangkaian eksekusi dari kebijakan yang sudah  

 ditetapkan   yang   akan   menghasilkan   dampak   dari   eksensi   kebijakan  

 tersebut.Dimana kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini dipegaruhi ole 

2 variabel yaitu : 1.komunikasi.2.sumber daya 
 
.struktur birokrasi,Disposisi. 

2)  Ruang Terbuka Hijau adalah sebentang lahan terbuka tanpa bangunan yang  

 mempunyai   ukuran,bentuk   dan   batas   geografis   tertentu   dengan   status  

 penguasaan apapun,yang di dalamnya terdapat tetumbuhan hijau berkayu dan  

 tahunan ,dengan pepohonan sebagai tumbuhan penciri utama dan tumbuhan  

 lainya sebagai tumbuhan pelengkap,serta benda benda lain yang juga sebagai  

 pelengkap dan penunjang fungsih RTH yang bersangkutan 

3)  Pengelolaan Ruang terbuka Hijau adalah penggerakan, pengorganisasian dan  

 pengarahan usaha manusia untuk memanfaatkan ruang terbuka hijau secara  

 efektif material untuk mencapai suatu tujuan. 

Pemanfaatan,Pelaksanaan dan Pengendalian Pemanfatan Ruang Terbuka  

Hijau milik daerah atau yang dikuasai oleh daerah yang belum memiliki alas hak  

atas tanah adalah kewenangan pemerintah daerah .2.Setiap orang atau badan  

dapat   melakukan   pengelolaan   dan   pemanfaatan   Ruang   Terbuka   Hijau  

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas izin walikota 3.Pemanfatan Ruang  

Terbuka Hijau oleh orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur  

dengan peraturan walikota. 
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3.3. Kerangka Konsep 

 

A. 

Implementasi Kebijakan Publik 

 
 

1. Pengertian Implementasi 

 
 

1.  Komunikasi 

2.  Sumber daya 

3.  Disposisi 

4.  Struktur birokrasi 
 
 

Perencaanaan 
 
 

1.  Elemen fisik 
2.  Ekologis 
3.  Partisipasi 
4.  transparansi 

Peraturan Daerah No. 12/2012  

 Tentang Pengelolaan RTH 

Pematang Siantar 
 
 

Pemanfaatan Pelaksanaan dan 

Pengendalian RTH. 
1.  Kawasan Hijau Pertamaanan Kota 
2.  Kawasan Hijau Hutan Kota 
3.  Kawasan Konservasi 

4.  Kawasan Rekreasi Kota 

5.  Kawasan Peratanian dan Pekarangan 

6.  Kawasan Jalur Hijau 

TujuanPerturan Daerah No. 
12/2012 Tentang Pengelolaan 
RTHPematang Siantar Untuk 
Penghijauan Guna Menjaga 
Kelestarian Lingkungan 

Hidup Mencegah Pencemaran 

udara, Mencegah Perusakan 

Lingkungan, dan 

Mengendalikan Pemanfaatan 

RTH untuk kepentingan 

lainnya. 
 
 

Terlaksananya Program  
 RTH Oleh Pemko 

Pematang Siantar 

 

Kebijakan publik 
 
 
 
 

1.  Pengertian 
kebijakan publik 

2.  Kebijakan RTH 
3.  Pengertian RTH 
4.  Peran dan fungsi 

aspek RTH 
5.  perencanaan 
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3.4. Kategorisasi 

Menurut Moleong (2006:252) kategorisasi berarti penyusunan kategori. 

Kategoresasi menunjukan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian 

sehingga  diketahui  dengan  jelas  apa  yang  menjadi  kategoresasi  penelitian 

pendukung untuk analisa dari variabel tersebut.
9
 

a.  Adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan  

 kepada pelaksana kebijakan 

b.  Adanya dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana 

c.  Adanya   pedoman   atau   aturan-aturan   dalam   pelaksanaan   implementasi  

 kebijakan 

d.  Adanya interaksi dengan organisasi lain dengan indikator seperti melibatkan  

 organisasi masyarakat dan intansi yang terkait. 

3.5. Narasumber 

Menurut  Moelong  (2014)  narasumber  adalah  peranan  dari  seorang  

narasumber atau seorang infoprman dalam mengambil data yang akan digali dari  

orang orang tertentu yang memiliki nilai dalam menguasai perosalan yang ingin  

diteliti dan mempunyai keahlian dalam berwawasan cukup.Untuk melengkapi  

data data yang akan di analis secara kualitatif,maka dalam penelitian ini peneliti  

menggunakan   individu   sebagai   narasumber.Adapun   narasumber   dalam  

penelitian ini adalah: 

a.  Dinas Lingkungan Hidup Kota pematang siantar 

 
b.  Kepala bidang lingkungan Hidup 

c.  Kepala bidang penataan ruang 



 
 
 
 

29 
 
 

d.  masyarakat 1 
 
e.  masyarakat 2 

 
3.6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data menurut Suharsimi Arikunto (2013:172) Untuk 

mengumpulkan data dan informasi maka penulis menggunakan data primer dan 

data sekunder dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:
10

 

1)  Data Primer 

Data primer adalah data yang dapat diperoleh secara langsung dari informan  

yang menjadi objek peneliti. Data yang dibutuhkan dari informan antara lain  

meliputi informan baik melalui catatan tertulis maupun melalui wawancara. 

2)  Data Sekunder 

Yakni pengumpulan data-data yang diperoleh dari buku dan referensi serta  

naskah lainya. Data sekinder ini digunakan sbegai pendukung dalam analis  

data. 

3.7. Teknik Analisis Data 

Menurut Sugiyono, yang dimaksud tenik analisis data adalah proses  

mencari  data,  menyusun  secara  sistematis  data  yang  diperoleh  dari  hasil  

wawancara,catatan  lapangan,  dan  dokumentasi.  Teknik  analisis  data  yang  

digunakan dalam  penelitian ini adalah analisis deskptif dengan data  kualitatif  

yang bertujuan untuk menggambarkan karateristik responden dan tanggapan  

masing  masing  responden  penelitian  terhadap  pertanyaan-pertanyaan  yang  

diajukan  melalui  wawancara  dengan  penulis.Teknik  analisis  data  kualitatif  

dilakukan dengan menelah seluruh data yang terkumpul, mempelajari data,  
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menelah, dan menyusunya dalam satuan-satuan,yang  kemudiian  dikagorikan 

pada tahap berikutnya, dan memeriksa keabsahan dan serta menafsirkannya 

dengan analisis sesuai dengan kemampuan daya nalar peneliti untuk membuat 

kesimpulan penelitian. 

a.Reduksi data 

berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal hal  

yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah  

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah  

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila  

diperlukan. 

b.Penyajian Data 

setelah data direduksi,maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data 

dalam penelitian kualitatif,penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

siangkat, bagan dan hubungan antar kategori. Dengan menyajikan data maka 

akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut. 

c.Penarikan kesimpulan 

adalah simpulan yang harus verivikasi gambaran suatu objek sehingga  

setelah peneliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausalatau interaktif atau  

teori.
10 
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3.8. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di badan Lingkungan Hidup Kota Pematang 

Siantar  Jl.  Rakutta  Seimbiring  No.86,  Naga  Pita,  Siantar  Martoba,  kota 

Pematang Siantar, Sumatera Utara, Indonesia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lokasi dinas lingkungan : 
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3.9. Deskripsi Ringkas Objek Penelitian 

3.6.1  Sejarah singkat terbentuknya Kota PematangSiantar 

Sebelum proklamasi kemerdekaan republik Indonesia,pematangsiantar  

merupakan  daerah  kerajaan,pematangsiantar  yang  berkedudukan  di  pulau  

holing dan raja terakhir dari dinasti ini adalah keturunan marga damanik yaitu  

Tuan Sang Nawaluh Damanik yang memegang kekuasaan sebagai raja tahun  

1906.Di sekitar pulau Holing kemudian berkembang menjadi perkampungan  

tempat tinggal penduduk diantaranya kampung suhi Haluan,siantar Bayu,suhi  

kahean,Pantoan,suhi   Bah  Bosar ,dan  Tomuan  .Daerah   daerah   tersebut  

kemudian menjadi daerah hukum kota pematangsiantar.Secara geografis kota  

Pematangsiantar  berada  diposisi 3001’09’’-2054’40’’  Lintang  Utara  dan  

9906’23’’-9901’10’’ Bujur Timur,berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten  

Simalungun.Luas  Kota  pematangsiantar  adalah 79,91  Km2  dengan  batas  

wilayah   sebagai   berikut,sebelah   utara   berbatasan   dengan   kabupaten  

simalungun,sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten simalungun,sebelah  

timur berbatasan dengan kabupaten simalungun dan sebelah barat berbatasan  

dengan kabupaten simalungun.’Kota Pematangsiantar terbagi dalam 6 wilayah  

kecamatan dengan 53 kelurahgan,yaitu kecamatan Siantar Martoba,Siantar  

Utara,Siantar Selatan,Siantar Barat,Siantar Rimur dan siantar Marihat.kota  

Pematangsiantar terletak pada ketinggian 400 m dari permukiman laut,beriklim  

sedang dengan suhu maksimun rata rata 300C dan suhu minimun 210C,curah  

hujan rata-rata 257mm,dan kelembaban udara rata-rata 34% dengan kecepatan  

angin0,05 meter/detik dan penguapam 3,18mm (BPS,2010). 
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3.6.2  Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar 

Dinas  Lingkungan  Hidup  dan  Kebersihan  merupakan  dinas  yang  

dibentuk    untuk    menangani    bidang    kebersihan.    Pemerintah    kota  

Pematangsiantar membentuk dinas LHK sebagai salah satu pelaksanaan tugas  

otonomi daerah, yang mana pembentukannya diatur dalam Peraturan Daerah  

Nomor : 19 Tahun 1976 yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur  

Sumatera Utara Nomor: 631.1GSU Tanggal 8 November 1976. Kemudian  

Surat  Keputusan  ini  diganti  dengan  Peraturan  Daerah  Nomor 22  Tahun  

1979tentang Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan berakhir dengan Peraturan  

Daerah Nomor 8 Tahun 1992 tentang Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Dan  

akhirnya  diubahmenjadi  DinasLingkungan  Hidup  dan  Kebersihan  sesuai  

dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. 

3.9.4 Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup 

Visi  :  Mengacu  pada  tugas  dan  fungsi  BLH  Kota  Pematangsiantar, 

dirumuskan Visi BLH Kota Pematangsiantar sebagai berikut: “Mewujudkan Kota 

Pematang Siantar Bersih dan Hijau Tahun 2022” 

 Misi : Mewujudkan Pengelolaan Sampah yang Ramah Lingkungan  

Mengembangkan Kualitas Dan Kuantitas Ruang Terbuka Hijau  

Menurunkan Tingkat Pencemaran Udara Dan Air  

 Melakukan Konservasi Sumber Daya Alam 

 Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 

3.9.5   Tugas   Pokok   dan   Fungsi   Dinas   Lingkungan   Hidup   Kota 

Pematangsiantar 
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Surat Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor 387 b Tahun 2001 

tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kebersihan  Daerah  Kota  Pematangsiantar,  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan 

Kebersihan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah 

Daerah   dalam   bidang   lingkungan   hidup   dan   kebersihan.   Penjabaran 

kewenangan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Melaksanakan perencanaan, penelitian, pengembangan, 

pengelolaan, dan  pengendalian lingkungan hidup 

2.  Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kualitas lingkungan hidup 3. 

Melaksanakan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup 

4. Melaksanakan perencanaan, penelitian, pengembangan, 

pengelolaaan  dan    pengendalian  pertamanan,  termasuk  taman 

pekuburan umum dan pertamanan di daerah aliran sungai 

5. Melaksanakan perencanaan, penelitian, pengembangan, 

pengelolaan dan pengendalian kebersihan di luar kawasan pasar 

6.  Menyelenggarakan penetapan, penagihan, pengutipan, pembukuan, 

 
dan penyetoran hasil retribusi pelayanan sampah 

7.  Melayani  perizinan  penggunaan  ruang  lingkungan  umum  dan  

pertamanan, termasuk perizinan reklame serta mengatur tata kerja/  

administrasi  kedinasan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut,  

Dinas  Lingkungan  Hidup  dan  Kebersihan  menyelenggarakan  

fungsi: 

8.  Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup pengendalian dampak 
 
lingkungan 
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9.  Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan 

10. Perumusan kebijaksanaan teknis pemberian perijinan berdasarkan  

 kebijaksanaan Kepala Daerah 

11. Mengadakan pengawasan, pengamanan, dan pengendalian teknis  

 berdasarkan kebijaksanaan Kepala Daerah 

l. Penataan dan pengelolaan ketatausahaan dinas Penjabaran fungsi yang 

dimaksud adalah sebagai berikut: 

a.  Perumusan, perencanaan, dan pemanfaatan sumber daya wilayah 
 
kota dan pengelolaan lingkungan hidup. 

 
b.  Pelaksana kegiatan operasional dalam pemanfaatan sumber daya 

wilayah kota, lingkungan perkotaan dan pengembangan wilayah/ 

lingkungan hidup 

c.  Pencegahan,    penanggulangan    dan    pemulihan    kerusakan 

lingkungan  akibat  suatu  usaha/  kegiatan  yang  menimbulkan 

pencemaran  udara  dari  sumber  bergerak  dan  sumber  tidak 

bergerak maupun pencemaran limbah industri yang menimbulkan 

pencemaran air dan tanah, serta pemulihan kualitas lingkungan 

akibat   usaha   rumah   tangga   serta   usaha/kegiatan   yang 

menimbulkan pencemaran pesisir 

d.  Pemantauan   dan   evaluasi   kualitas   lingkungan   di   kawasan  

perkotaan, kawasan industri, pariwisata dan kawasan lain yang 

sejenis serta pelaksana pengawasan penerapan hukum lingkungan 

hidup,   penyelidikan   kasus   lingkungan   hidup,   penyelesaian 

sengketa lingkungan hidup 
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e.  Perencanaan, pemeliharaan dan pengelolaan pertamanan, termasuk  

 taman pekuburan umum, pertamanan di daerah aliran sungai. 

f.   Pelayanan umum atas pemanfaatan lingkungan untuk reklame  

 pemanfaatan taman, serta perizinan kuburan 

g.  Penyelenggara  pemeliharaan  kebersihan  kota  meliputi  taman- 

 taman, parit- parit, dan sarana umum serta pelaksana umum serta  

 pelaksana pengawasan dan pengelolaan pengangkutan sampah ke  

 TPA serta pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas. 

h.  Pelaksana ketatausahaan dinas meliputi pengelolaan administrasi  

 kantor, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, retribusi pelayanan  

 kebersihan dan pelaporan. 



 
 

37 
 
 
 
 

3.9.5 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Pematangsiantar 



 
 
 
 
 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1.  Hasil Penelitian 

Bab ini membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian  

dilapangan dengan cara pendekatan Kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan  

komunikasi   langsung   bersama   para   narasumber   yang   berwenang   untuk  

menjawab  pertanyaan  yang  kemudia  ditarik  dalam  kesimpulan.Analisis  ini  

terfokus pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar yang beralamat di  

Jl.Rakoeta Seimbiring No.86.Sumber data dalam penelitian ini adalah 2 orang  

terdiri   dari   kepala   Bidang   Lingkungan   Hidup   Pematangsiantar,Tokoh  

Masyarakat Pematangsiantar dan tokoh Pemuda pematangsiantar. 

Untuk mendukung perolehan data, selain data primer, data sekunder juga  

sangat membantu menjelaskan hasil wawancara. Peneliti melakukan wawancara,  

melakukan  observasi,  dan  dokumentasi  untuk   mengetahui   jawaban  atas  

pertanyaan yang diajukan kepada narasumber terkait dengan Peraturan Daerah  

Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang akan  

dianalisis secara objektif dan mendalam sebagai bentuk hasil penelitian dan  

pembahasan . 

Berdasarkan   hasil   wawancara   yang   telah   dilakukanbersama   para  

narasumber,maka    dapat    dianalisa    satu    persatu    tentang    jawaban  

narasumber/responden sehingga diperolehrekapitulasi data sebagai berikut 
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No Narasumber Hasil jawaban 
 
Narasumber 

4.1.1 Senin 13 juni 2022 
 
Bapak Manotar 

Ambarita  selaku 

kepala bidang 

lingkungan hidup 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Senin 13 juni 2022 

Bapak Adi 

simanjuntak    selaku 

(Adanya  proses  penyampaian  informasi  kebijakan  
 
dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan) 

Penyampaian  informasi  merupakan  satu  kegiatan 

yang dilakukan oleh pembuat kebijakan untuk dipakai 

oleh implementor dalam menjalankan kebijakan di 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar 

Beliau  mengatakan  sejauh  ini  dalam  menjalankan  

suatu   kebijakan   harus   merujuk   kepada   suatu 
 
peraturan   yang   berlaku.Beliau   mengatakan  tidak 

mengetahui  pedoman  lain   yang  digunakan  oleh 

staff/anggota di Dinas Lingkungan hidup 

beliau mengatakan kendala penyampaian informasi 

kepada masyarakat ,mengatakan kendalanya ada,baik 

 
dari internal maupun eksternal seperti keterbatasan 

anggaran  dan  media  belum  memadai  dan  tingkat 

kesadaran  masyarakat  itu  belum  terbilang  baik  . 

mengatakan  prosedur  rapat  kerja  yang  dilakukan 

pihak  dinas  lingkungan  Hidup  terkait  Peraturan 

daerah No 12 tahun 2012 tentang pengelolaan ruang 

terbuka hijau dikota pematang siantar ,yaitu proser 

rapat kerja nya dengan adanya 

undangan,perencanaan,ada    pelaksanaan    kegiatan  
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 tokoh masyarakat 

 
dikota pematang 

siantar 

rapatnya ,ada natulennya dan adanya 
 
kesimpulan,beliau juga mengatakan dengan prosedur 

tersebut ada beberapa metode yaitu metode dengan 

membuat seminar,diskusi dengan disusaikan dengan  

temanya 

beliau mengatakan  cara mensosialisakan peraturan 

tersebut kalau ada pertemuan dengan menyangkut 

RTH  disampaikan  dengan  rapat  dikelurahan  atau 

kegiatan kader kader lingkungan ,kemudian dengan  

momen momen tertentu pihak dinas menyampaikan 

 
fungsi  fungsi  dan  bagian  bagian RTH  dikota 

pematangsiantar  tersebut. 

4.1.2 Senin 13 juni 2022 

 
Bapak Manotar 

 
Ambarita selaku 

kepala bidang 

lingkungan hidup 

kota pematang siantar 

( Adanya dukungan Sumber daya Manusia dengan 

 
sarana prasarana ) 

 
Dukungan sumber daya manusia merupakan faktor 

pendukung dalam terlaksananya pemerintah.Tampa 

adanya dukungan sumber daya manusia,sarana dan 

prasarana pemerintah tidak akan berjalan dengan baik 

Beliau mengatakan keseluruhan jumlah pegawai di 

dinas lingkungan hidup secara organisasi struktur ada 

staf 2 sampai 3 orang ,secara institusi yaitu pns nya  

ada 50 dan tenaga honornya ada 255 orang . kendala  

yang  dihadapi  di  dinas  lingkungan  hidup  dalam 
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  sumber  daya  manusia  yaitu  masalahnya  bersifat 

 
klasik,dan  secara  akademis  pegawai  disana  sudah 

orang  orang  yang  tepat    dengan  sarjana  sarjana 

pertanian  dan  kehutanan ,tetapi  personil  di  dinas 

tersebut  masih  kurang  dan  belum  memadai  serta 

ketersedian SDM yang diberikan pemerintah kota ke  

dinas   lingkungan   hidup   Pematangsiantar   masih 

sangat  kurang  hanya  disesuaikan  dengan  bidang 

ilmunya  saja  .sarana  dan  prasarana  yang  tersedia  

sudah  memadai  tetapi  luas  tanah  tersebut  masih 

 
kurang dan jumlah dari RTH itu masih kurang . 

tentang   sumber   daya   manusia   dengan   latar 

pendidikan dalam implementasi peraturan 

tersebut,beliau  mengatakan sudah sesuai dengan latar 

pendidikannya masing masing. 

4.1.3 Senin 13 juni 2022 
 
Bapak manotar 

ambarita selaku 

kepala kepala bidang 

lingkungan hidup 

kota pematang siantar 

(   Adanya   pedoman   atau   aturan-aturan   dalam 
 
pelaksanaan implementasi kebijakan ) 

Kebijakan merupakan pedoman dalam menjalankan 

suatu pemerintahan.dengan adanya kebijakan ,proses 

pelaksanaan   kebijakan   akan   berjalan   dengan 

baik.Kebijakan   memerlukan   implementasi   untuk  

menampakan hasil dari pelaksana kebijakan tersebut  

sehingga  akan  menentukan  berhasil  atau  tidaknya  
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13 juni 2022 selaku 

toko masyarakat 

bapak adi 

simanjuntak 

pelaksana kebijakan tersebut 
 
beliau   mengatakan   sejauh   ini   Pemerintah   Kota 

Pematangsiantar berkomitmen    dan    berupaya 

menjalankan Peraturan Daerah No 12 Tahun 2012 

dengan sebaik baiknya guna menwujudkan visi dan 

misi   kota   Pematangsiantar   dengan   bekerjasama 

dengan seluruh lapisan masyarakat dan pihak pihak 

terkait .Sikap dan komitmen implementor terhadap 

Peraturan  Daerah  nomor 12  tahun 2012  tentang 

pengelolaan   ruang   terbuka   mendukung   dengan  

 
harapan   supaya   terciptanya   lingkungan   kota 

pematang siantar yang lebih baik.Keterbatasan lahan 

di kota pematang siantar yang dibutuhkan menjadi 

kendala   dilapangan.Mereka   juga   menambahkan 

dalam penataan ruang tidak dapat berpatoakan pada  
 
RTRW saja karena dianggap terlalu umum,berbeda 

dengan  saat  diimplementasikan.Permasalahan  yang 

terjadi  dilapangan  menjadi  kendala  karena  tidak 

diatur oleh peraturan yang ada. kasus dalam peraturan 

tersebut atau bisa disebut dengan pelenggaran seperti 

disalahgunakan oleh sekelompok orang atau individu 

oleh pedagang kaki lima . perbedaan yang terjadi 

dilapangan dengan kebiajakn yang 

diimplementasikan belum bisa sepenuhnya dan harus 
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  dikondisikan . 

 
beliau menyampaikan setiap kebijakan yang telah 

ditetapkan walikota kepada seluruh SDm di dinas 

lingkungan  hidup  untuk  dilaksanakannya  dengan 

penuh tanggung jawab dan disiplin dalam mematuhi 

kebijakan tersebut . 

4.14 13 juni 2022 
 
Bapak Manotar 

ambarita selaku 

kepala bidang 

lingkungan hidup 

(Adanya  intraksi  dengan  organisasi  lain  dengan 
 
indicator seperti melibatkan organisasi masyarakat 

dan intansi yang terkait ) 

Intraksi  merupakan  bentuk  pelaksanaan  kebijakan  

berintraksi dengan organisasi lain diharapkan dapat 



 
 

44 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Senin 13  juni 2022 
 
dengan  Bapak  Dedi 

Tunasto Setiawan 

selaku  Kepala  dinas 

lingkungan Hidup 

memaksimalkan   hasil   penerapan   kebijakan   guna 
 
mencapai tujuan yang ingin dicapai : 

beliau  mengatakan  dengan  menyampaikan  setiap 

kebijakan  yang  telah  ditetapkan  walikota  kepada 

seluruh  SDM  di  dinas  lingkungan  hidup  untuk 

dilaksanakannya dengan penuh tanggung jawab dan 

disiplin dalam mematahui kebijakan tersebut . 

beliau mengatakan intraksi dinas lingkungan dengan  

organisasi lain baik secara pemerintah ,swasta dan 

masyarakat  sudah  menjalin  kerjasama  dan  sudah 

 
melakukan aksi bersama .dengan adanya penyediaan  

bibit  dibagikan kepada individu individu kelompok 

komunitas  untuk  dilakukan  penanaman    di  RTH 

dikota pematang siantar ,dan membagi bibit pohon 

kepada   kader   lingkungan   .   kerjasama   Dinas 
 
Lingkungan  hidup  dengan  Dinas  Tarukim  dalam  

pengoptimalan ruang terbuka hijau adalah dalam hal  

pengelolaan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau 

yang telah diatur oleh tupoksi OPD masing masing 

Dinas.SOP  lagi  dilaksanakan  dengan  ketersedian 

dana ,dan sumberdaya maupun koneksi kerjasama 

lagi upayakan dan  tidak ada kendala saat melakukan 

interaksi  dengan  organisasi  lain  karena  diterima 

secara baik oleh intansi intansi yang terkait . 
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  Beliau   mengatakanStruktur   birokrasi,   menunjuk  

 
bahwa  struktur  birokrasi  menjadi  penting  dalam 

implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini  

mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme 

dan struktur organisasi pelaksana sendiri. 

 

4.2 PEMBAHASAN 

Implementasi   Peraturan   Daerah   Nomor  12   tahun  2012   Tentang 

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Pematang Siantar 

Penelitian ini melihat bagaimana pengimplementasi peraturan daerah nomor 12 

tahun 2012 tentang pengelolan ruang terbuka hijau dikota pematang siantar 

,yaitu sebagai berikut : 

4.2.1 Adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat 

kebijakan kepada pelaksana kebijakan 

Ruang terbuka hijau pada dasarnya adalah penyangga dan jembatan suatu  

daerah dalam membentuk keindahan serta meminimalisir terjadinya bencana  

alam  yang  semakin  rawan  di  berbagai  titik  kota  .  Hal  ini  disebabkan  

karenakebijakan pemerintah dalam rencana umum tata ruang kota, hanya  

dalam bentuk Jones (dalam Widodo 2007: 86)  kebijakan publik yang bersifat  

membiarkan seperti yang dikemukakan . Dalam hal ini pelaksanaan perraturan  

daerah  kota  pematangsiantar  no 12  tahun 2012  dilaksanakan  bedasarkan  

kerjasama antara badan lingkungan hidup serta dinas 53 tarukim, bedasarkan  
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hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis bahwa kerjasama yang  

terjalin diantara kedua instansi tersebut berjalan dengan baik sesuai dengan  

ketentuan yang berlaku. Walaupun terkadang banyak hal yang terjadi dalam  

pelaksanaan kerjasama yang terjalin tersebut dikarenakan badan lingkungan  

hidup sebagai regulator menyerahkan segala masalah yang ada terhadap dinas  

tarukim sebagai eksekutor. Penyerahan akan sosialisasi diserahkan sepenuhnya  

kepada dinas tarukim sebagai eksekutor akan tetapi badan lingkungan hidup  

tetap memiliki program- program yang mendukung perda ini sebagai eksekutor  

dimana antara lain penanaman pohon setiap hari lingkungan hidup, program  

kali bersih, program kampung iklim dan penyiapan lahan-lahan pohon. Untuk  

dinas  tarukim  sendiri  dalam  pemenuhan  wilayah 20%  wilayah  publik  

mengusahakan penggunaan badan jalan sebagai tempat bertumbuhnya pohon  

serta permohonan akan pembebasan bekas lahan PTPN yang pada tahun  

mendatang akan habis masa kontraknya sebesar 600 ha yang diyakini oleh  

dinas tarukim akan memenuhi target luas ruang terbuka hijau. Terhadap  

masyarakat kedua instansi mengakui tidak memiliki strategi khusus akan  

sosialisasi yang ada, akan tetapi mereka mengakui bahwa masalah relokasi  

yang terjadi di wilayah provinsi jakarta menjadi keuntungan tersendiri karena  

menjadi media bagi masyarakat untuk mengatahui betapa pentingnya ruang  

terbuka hijau itu sendiri dan berusaha untuk mengetahui lebih apa dimaksud  

dengan ruang terbuka hijau itu sendiri. Daerah yang menjadi kosentrasi khusus  

adalah wilayah siantar martoba dan siantar sitalasari dimana memiliki wilayah  

54 yang paling luas di pematangsiantar serta jumlah penduduk yang lebih 

sedikit dibandingkan dengan wilayah yang lain. 
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4.2.2 Adanya Dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana 

Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas  

implementor  yang  dapat  melingkupi  seluruh  kelompok  sasaran.Menurut  

informan   keseluruhan   SDM   dalam   melaksanakan   proses   implementasi  

peraturan daerah nomor 12 tahun 2012 tentang pengelolaan ruang terbuka hijau  

dikota pematangsiantar masih belum memenuhi.Berdasarkan analisis secara  

keseluruhan  diketahui  bahwa  ketersedian  sumber  daya  manusia  dalam  

pengimplementasian peraturan Daerah kota pematang siantar Nomor 12 tahun  

2012 pengelolaan ruang terbuka hijau dikota pematangsiantar dalam hal jumlah  

pegawai yang dimiliki oleh badan lingkungan hidup masih sangat kurang  

dengan total pegawai pns 50 orang dan honorer 255 orang ,dan perlu diketahui  

jumlah pegawai manus . Dalam hal ini, jumlah pegawai yang banyak secara  

otomatis tidak mendorong implementasi yang berhasil. Ini juga dipengaruhi  

oleh kemampuan yang dimiliki oleh pegawai, namun di sisi lain kurangnya  

pegawai   juga   akan   menimbulkan   persoalan   menyangkut   implementasi  

kebijakan yang efektif. Dilihat dari data pegawai dengan banyaknya lulusan  

sarjana yang diharapkan mampu menimplementasikan kebijakan perdaia tidak  

selalu mempunyai efek positif bagi implementasi suatu kebijakan. Dalam hal  

ini,   jumlah   pegawai   yang   banyak   secara   otomatis   tidak   mendorong  

implementasi  yang  berhasil.  Ini  juga  dipengaruhi  oleh  kemampuan  yang  

dimiliki oleh pegawai, namun di sisi lain kurangnya pegawai juga akan  

menimbulkan persoalan menyangkut implementasi kebijakan yang efektif.  

Dilihat dari data pegawai dengan banyaknya lulusan sarjana yang diharapkan  

mampu menimplementasikan kebijakan perda. 
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Sebagaimana yang dikemukakan George C Edwards III Implementasi  

kebijakan sumber daya harus didukung oleh sumber daya yang memadai,baik  

dari SDM maupun sumber daya finasial.dengan demikian dapat disimpulkan  

bahwa  fasilitas  di  dinal  lingkungan  hidup  kota  pematang  siantar  sudah  

memadai . 

4.2.3   Adanya   pedoman   atau   aturan-aturan   dalam   pelaksanaan 

implementasi kebijakan 

Pedoman atau aturan-aturan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan  

dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan untuk tercapainya suatu  

pemerintahan   yang   professional   di   Dinas   Lingkungan   Hidup   Kota  

Pematangsiantar dapat disimpulkan sudah dijalankan dengan baik. Peraturan  

Daerah nomor 12 tahun 2012 tentang pengelolaan ruang terbuka hijau dalam 

56   menetapkan  zona  hijau  yang  mendukung,  dengan  harapan  supaya  

pematangsiantar  lebih  baik,  masyarakat  menjadi  lebih  berkembang  dan  

meningkatnya pendapatan Asli Daerah (PAD) kota pematangsiantar. Dapat  

dilihat pada dasarnya mengalami gangguan seperti pada kasus-kasus yang  

menimpa daerah lain dimana memiliki kendala terhadap pedagang dalam  

pemenuhan wilayahnya, peningkatan pertumbuhan penduduk yang berlawanan  

dengan keterbatasan lahan di Kota Pematangsiantar yang dibutuhkan menjadi  

kendala dilapangan. Mereka juga menambahkan bahwa dalam penataan ruang  

tidak dapat hanya berpatokan pada RTRW saja karena dianggap terlalu umum,  

berbeda dengan saat diimplementasikan. Dalam hal tindakan dan tanggung  

jawab masih dibutuhkan kerjasama dan tanggung jawab antar tim menjadi  

masalah ketika ada izin usaha dilapangan yang tidak sesuai dengan peraturan.  
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Pelaksanaannya  dilapangan  masih  banyak  yang  membawa  ego-sektoral,  

kurangnya  koordinasi  menjadi  permasalahan  utama  dilapangan  sehingga  

menyebabkan beberapa pelaksanaan kebijakan tidak sesuai dengan peraturan  

daerah. Penulis dapat melihat sejauh pengamatan bahwa isu lingkungan adalah  

sesuatu yang kurang menarik di mata masyarakat karena masih rendahnya  

kesadaran akan kesahatan dari masyarakat itu sendiri. Hal itu memberikan efek  

tersendiri bagi pemerintah yang menjadikan isu lingkungan sebagai prioritas  

nomor  sekian.  Hal-hal  yang  menyangkut  seperti  pendidikan,  kesehatan,  

ekonomi, dan lain sebagainya masihlah menjadi prioritas utama dikarenakan  

anggapan dari masyarakat bahwa lingkungan belum mendapatkan mmebrikan  

manfaat langsung terhadap kehidupan. 

 

4.2.4. Adanya interaksi dengan organisasi laindengan indikator seperti  

melibatkan organisasi masyarakat dan instansi yang terkait.  

 Interaksi dengan organisasi lain di perlukan untuk membantu suatu 

pemerintahan dalam menjalankan suatu kebijakan. Dengan adanya interaksi 

dengan organisasi lain diharapkan dapat memaksimalkan suatu pemerintahan 

dalam menjalanklan kebijakan guna mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan. 

Pengelolaan lingkungan hidup telah diserahkan terhadap pemerintah daerah 

yanng  dimana  hal  tersbut  merupakan  sistem  pembangunan  berkelanjutan 

karenanya diperlukan struktur birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi 

menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini 

mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme dan struktur organisasi 

pelaksana   sendiri.   Mekanisme   implementasi   program   biasanya   sudah  



 
 

50 

ditetapkan  melalui  standard  operating  procedur  (SOP)  yang  dicantumkan  

dalam guideline program atau kebijakan. Pengelolaan ruang terbuka hijau  

meenuut  peraturan  daerah  no 12  tahun 2012  diserahkan  kepada  badan  

lingkungan  hidup,  akan  tetapi  pelaksanaannya  diserahkan  kepada  Dinas  

Tarukim yang telah membentuk seksi tersebut didalam organisasinya, akan  

tetapi kenyataa yang ada ternyata kerjasama yang ada tidak dapat berjalan  

sesuai dengan harapan dikarenakan kendala adalah tidak adanya komite khusus  

yang mengatur kerjasama antara dua instansi tersebut sehingga komunikasi  

dalam menentukan kerjasama yang membahas tentang ruang terbuka hijau  

menjadi terhambat. Menurut informan, pembagian tugas dalam melaksanakan  

kebijakan sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dan  

sudah dijelaskan. Sehingga berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan  

bahwa ketersediaan Standard Operating Procedur (SOP) sebagai pedoman  

sudah cukup baik. Dari semua pembahasan di atas,maka dari 4 kategorisasi  

yang digunakan penulis, 2 kategorisasi berjalan dengan baik, 2 kategorisasi  

belum tercapai sepenuhnya. Dengan perbandigan tersebut maka dapat dilihat  

bahwa : Pengimplementasian peraturan daerah nomor 12 tahun 2012 tentang  

pengelolaan  ruang  terbuka  hijau  di  kota  Pematangsiantar  belum  berjalan  

dengan baik dan belum sesuai dengan yang diharapkan dari peraturan tersebut. 

 
 

4.2.5 Perencanaan 

Ruang terbuka hijau sebagai elemen fisik kota,sangat penting bagi funsi  

lingkungan dan rekreasi. Namun oleh sebagian masyarakat kota ada pemikiran  

bahwa nilai ekonomi ruang terbuka hijau kota tidak bermanfaat dari sudut 
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pandang  ekonomi,  karena  ruang  terbuka  hijau  dianggap  adalah  barang 

pemerintah tanpa harga pasar, sedangkan sebagai elemen ekologis kota dapat 

memberikan kestabilan lingkungan masyarakat kota. 

Seluruh dokumen yang merupakan bagian dari sistem perencanaan  

merupakan  sebuah  proses  yang  sistematis  dan  terpadu,sehingga  seluruh  

tahapan tahapan dan dokumen yang dihasilkan harus menunjungkkan adanya  

keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.Kebijakan umum dan  

program  dinas  lingkungan  hidup  kota  pematang  siantar  yang  mendasari  

penyusunan perencanaan lingkungan hidup yang dituangkan dalam Rencana  

strategis Dinas Lingkungan Hidup kota pematang siantar yaitu disusun dengan  

beberapa metode seperti seminar,diskusi yang disusaikan dengan temannya,dan  

menjalin  kerjasama  dengan  penyediaan  bibit  dibagikan  kepada  individu  

individu kelompok komunitas dilakukan penanaman di RTH kota pematang  

siantar dan membagi bibit pohon kepada kader kader lingkungan. 

4.2.6 Kebijakan Ruang Terbuka hijau  

Ditegaskan pada dalam penjelasan pasal 29 :  

Ayat (1) 

Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki  

dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan  

masyarakat secara umum.Yang termasuk ruang terbuka hijau publik, antara lain:  

adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan,  

sungai dan pantai. Yang termasuk ruang terbuka hijau privat, antara lain adalah  

kebun,   halaman   rumah/gedung   milik   masyarakat/swasta   yang   ditanami  

tumbuhan. 
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Ayat (2) 

Proporsi  30  (tiga  puluh)  persen  merupakan  ukuran  minimal  untuk  

menjamin keseimbangan ekosistem kota,baik keseimbangan sistem hidrologi  

dan sistem mikroklimat, maupun sistem ekologis lain,yang selanjutnya akan  

meningkatkan  ketersedian  udara  bersih  yang  diperlukan  masyarakat,  serta  

sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Untuk lebih meningkatkan  

fungsi dan proposi ruang terbuka hijau di kota, pemerintah, masyarakat, dan  

swasta didorong untuk menanam tumbuhandi atas bangunan gedung miliknya. 

Ayat (3) 

Proporsi ruang terbuka hjau publik seluas minimal 20 (dua puluh) persen  

yang disediakan oleh pemerintah daerah kota dimaksudkan agar proporsi ruang  

terbuka   hijau   minimal   dapat   lebih   menjamin   pencapaiannya   sehingga  

memungkinkan pemanfaatanya secara luas oleh masyarakat. ketentuan tentang  

Ruang Terbuka Hijau Publik dan distribusinya ditegaskan dalam pasal 29 ayat  

(1) dan ayat (3) disesuaikan  dengan sebaran penduduk dan hirearki pelayanan  

dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang”sementara itu,ketentuan  

lebih lanjut mengenai penyedian dan pemanfaatan RTH ditegaskan dalam pasal 

31 berikut ini: “Ketentuan lebih lanjut mengenai penyedian dan pemanfaatan  

ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud dalam  

pasal 28 huruf a dan huruf b diatur oleh peraturan Menteri”. Berdasarkan batasan  

umum,maupun   kewenangan   pengelolaan,   meskipun   sudah   ada   beberapa  

peraturan  daerah  khusus  RTH kota  dan  peraturan lain terkait,namun tetap  

masih  diperlukan  pengaturan  lebih  lanjut,yang  dikaitkan  dengan  terbitnya  

beberapa undang undang lain seperti : UU no 22/1999 tentang pemerintah 
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daerah yang telah disempurnakan dengan UU No.32/2004, UU No.41/1982 yang  

telah disempurnakan menjadi UU No.23/1997 tentang pokok-pokok pengelolaan  

Lingkungan  Hidup ,UU No.5/1990  tentang 4/1992  tentang perumahan  dan  

permukiman. 



 
 
 
 
 
 

BAB V 

PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian berupa wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti yang disajikan dan dibahas dalam permasalahan terhadap implementasi 

Peraturan Daerah No 12 tahun 2012 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di 

Kota Pematangsiantar belum berjalan dengan baik. 

Perda  ini  diharapkan   mampu   mengakomodir   perkembangan   kota  

Pematangsiantar yang tumbuh sangat pesat sesuai dengan rencana kota dua  

puluh tahun yang akan mendatang.Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12  

Tahun 2012    tentang    pengelolaan    Ruang    terbuka    Hijau    diKota  

Pematangsiantar,secara keseluruhan variabel yang diteliti memiliki peranan yang  

sangat  penting  antara  satu  dengan  variabel  pendukung  lainnya  yang  akan  

mengalami ketimpangan dalam menjalankan tujuan serta fungsinya.Baik itu  

variabel komunikasi,Sumber daya,Disposisi serta Struktur Birokrasi. 

Jika dilihat dari aspek komunikasi adalah bahwa komunikasi belum  

sepenuhnya  menjadi  perhatian  dari  pelaksana  kebijakan  pemerintah  kota  

pematang siantar.hal ini terbukti dari sosialisasi dan kesiapan para pelaksana  

kebijakan yang masih minim sehingga masyarakat belum semuanya mengetahui  

peraturan daerah nomor 12 tahun 2012 tentang pengelolaan Ruang Terbuka  

Hijau. 

Dari Aspek Sumber daya manusia dan sarana prasarana semuanya sudah  

sepenuhnya diperhatiakan dalam implementasi Peraturan daerah Nomor 12  

Tahun2012 tentang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.Kualitras Sumber daya 
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manusia sudah memadai dan ditempatkan dengan benar sesuai dengan latar 

belakang  pendidikan  tapi  masih  kurang  dalam  hal  kuantitas  .Sarana  dan 

prasarana sudah cukup memadai tetapi masih kurangnya lahan dan dukungan 

dana   dari   Anggaran   pendapatan   dan   Belanja   Daerah (APBD)   Kota 

Pematangsiantar dan perlu memaksimalkan semua sumber daya agar kebijakan 

dapat diimplementasikan secara baik 

Adanya pedoman atau aturan aturan yang terkait dalam pelaksanaan 

implementasi kebijakan bahwa Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar juga 

sudah cukup baik dari segi pelaksana dan tanggung jawab . 

Adanya  interaksi  dengan  organisasi  lain  dengan  indikator  seperti 

melibatkan organisasi masyarakat dan instansi terkait, dalam hal ini sudah cukup 

baik,dimana   struktur   organisasi,   pembagian   tugas,   dan   ketersediaan 

StandardOperating Procedur (SOP) sebagai pedoman, semuanya sudahterpenuhi di 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar. 

 
 

5.2 SARAN 

Adapun saran dari peneliti mengenai implementasi Peraturan daerah  

nomor 12 tahun 2012 tentang Pengelolan Ruang Terbuka Hijau adalah Sebagai  

berikut : 

1. Sebaiknya pemerintah daerah bisa menemukan cara komunikasi yang  

lebih baik lagi dari sebelumnya dan lebih mudah untuk dimengerti  

oleh masyarakat.agar mereka paham tentang peraturan daerah nomor  

12 tahun 2012 tentang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan juga 

sadar akan tujuan dari peraturan tersebut . 
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2. Sebaiknya pemerintah dapat meningkatkan kuantitas dari pelaksana 

kebijakan serta mampu memaksimalkan pemanfataan fasilitas dan 

finansial dengan adanya pemberian reward bagi masyarakat yang ada agar 

tujuan dari perda tersebut dapat tercapai. 

3.Sebaiknya  pemerintah  daerah  lebih  menyederhanakan  lagi  tahap  

standart  Operating  Precudure (SOP)  dalam  standar  dan  prosedur  

pemberitahuan ,penenpatan,perizinan dapat dijalankan lebih mudah . 
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